
 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.Kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi terhadap pelaku 

pembunuhan  kejahatan pembunuhan menurut pengadilan dalam Putusan No. 

230/Pid.Sus/2024/PN Bjn telah dilaksanakan dengan baik sesuai KUHAP yang 

secara efektif dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti yang kuat untuk 

membuktikan unsur kesengajaan (mens rea) dan perbuatan (actus reus) 

Terdakwa. Bukti krusial yang digunakan yaitu Surat Penolakan Tindakan Medis 

yang ditanda tangani oleh Saksi, keterangan Terdakwa dan Saksi, serta 

penyitaan barang bukti berupa obat aborsi dan rekaman CCTV yang saling 

berhubungan meyakinkan Majelis Hakim bahwa kematian bayi tersebut terkait 

langsung dengan tindakan pidana Terdakwa. Sesuai dengan Pasal  133 KUHAP 

yang menjadi dasar utama bagi penyidik untuk menginisiasi tindakan otopsi 

dengan mekanisme permintaan keterangan ahli atau visum et repertum (VER) 

dan Pasal 134 yang membahas mengenai prosedur dan pengecualian 

pelaksanaan otopsi di mana otopsi hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan. 

Sehingga dalam putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn tidak perlu 

dilakukannya otopsi VER untuk menjatuhkan hukuman dan bukti forensik.  

2. Alasan penyidik tidak melakukan otopsi dalam perkara tindak pidana 

pembunuhan dalam putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn adalah adanya 

Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah terutama ditopang oleh 

bukti kesengajaan berupa surat penolakan perawatan bayi dan bukti perbuatan  

berupa pengakuan dari terdakwa dan saksi, obat penggugu kandungan, dan 



 
 

rekaman CCTV, meskipun bukan oleh bukti forensik yang ideal. Artinya, 

putusan ini sah karena memenuhi batas minimum pembuktian berdasarkan 

Pasal 183 KUHAP, meskipun tidak didasarkan pada dari aspek kedokteran 

forensik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas 

terdapat saran sebagai berikut : 

1. Penyidik harus secara konsisten menerapkan Undang-undang dan Pasal 

Pasal yang berlaku dalam KUHAP dengan standar wajib otopsi untuk setiap 

kasus kematian yang diduga karena tindak pidana untuk memaksimalkan 

kinerja dan kewenangan yang dimiliki.  

2. Perlunya memperkuat koordinasi antara unit Reserse Kriminal yaitu 

Penyidik dengan unit Kedokteran dan Kesehatan atau Puslabfor sejak tahap 

penemuan jenazah untuk segera menentukan kebutuhan otopsi dan 

mempermudah dalam proses penyidikan. 
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